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s Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat

a Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan
dkan yaitu PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL

an di bawah ini:
Pemilihan Umum Kabupaten Sumba

al ini bertindak untuk dan atas nama
D3 Thmr berkedudukan di Jalan
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Bersepakat untuk melakukan keri . )

dtaturdalamkeh;hm Wmmas&ma dalam bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang

1. Bahwa Pemiihan Umum Prsiden dan Waki Prsiden, DPR. DPD, DPRO Provis] don

) Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur dan Bupati dan Waki

Bupati Tahun 2024, waib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta
jajarannya ditingkat bawah;

2. Bahwa Organisasi Masyarakat Sipi, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi
Kemasyarakalan Pemuda memiiki kelerkailan lugas dan peran di dalam mengawasi proses
penyelenggaraan dan berpartisipasi secara akiif;

3. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2
wmmmﬂmﬁempahmmmmm“m?mﬂihan
Umum Kabupaten Sumba Timur dengan lkatan Pelajar Mahasiswa Tabundung Pinupahar
dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
mmmmmn@uhamurdmwanﬁummm&mﬁdeﬁ
Bupati Tahun 2024.

WWWWMMmmmmmw&w

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua
atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 fentang Penetapan Peraturan Pemerintah
dengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati,

'Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636),

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Indonesia Nomor 6108);

3 Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan
ganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

anti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
jang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

biik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138
 Nomor 6084);

20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan,

um Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
| ik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018
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2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk | isipali
mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serla Pemiihan Gubermur dan Wakil Gubermur dan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumba Timur.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini melipuli kegiatan bersama PIHAK | dan PIHAK I dalam
Pengawasan Partisipatif dalam Pemiihan Umum Presiden dan Wakl Presiden, DPR, DPD, DPRD
wmwwmmmm«mmwmlmmmm Bupali dan
WWTmm&mmsmwmmmmnwhmumum.

Pasal 3
WMWHWMmTMWm Umum Presiden dan
Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur dan Bupali dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 4
Mfmmmmmpmwmrm Koordinasi dan Komunikasi
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemiihan Gubemur dan Wakil
ﬁwm;M'ﬂ!WﬂwTﬂnnMﬁKﬁwmmﬂmun
= S BAB Il

=i BENTUK KESEPAHAMAN
[ Pasal 5
Il melakukan Pengawasan Partisipalif dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta
il Gubemur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten

~ Pasal6

nasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipati
n P «dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi

mur dan Wakil Gubemur dan Bupati dan Wakil

ﬂl informasi serta sosialisasi bersama
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Pasal 8
m&m“WMﬁmmmmmKWmini
mm;ﬂmmﬂ pelaksanaan di dalam proses Pemilihan Umum
Pemiihan akil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD KabupalenKola serta
vy G‘M'“dﬂwﬂﬁuhﬁnmdmﬂupaﬂdeﬂ&mﬁTﬂmnMdiKﬂmpaIm
W[W-mwmwmwmmmmmmmm

yang akan sesual mekanisme Peraluran
= ol mhhmaﬁ ' ditindaklanjut

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9
Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK | memiliki tugas dan tangguna jawab unluk:
a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi:
b. Memberikan informasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya;
€. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK il memifiki tugas dan tanggungjawab untuk:
a. | serta dalam melaksanakan pengawasan lerhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

| DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubemur dan

dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumba Timur;

| pengawasan partisipalif di lkatan Pelajar Mahasiswa Tabundung
AK |l dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
'yang optimal dan partisipalif terhadap Pemilihan Umum Presiden dan
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ota serta Pemilihan
bernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumba

pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas

sud pada ayat (1), maka
| pihak lain dalam Nota
ahan alamat dimaksud
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al sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberitahukan,
maka sural menyurat dan/atou pemberifohuan berdasarkan Nola Kesepahaman ini

dianggap telah disampaikan dimaksud
g semestinya jika dikiimkan ke alamal sebagaimana

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12
Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13
Hakhal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut
berdasarkan kesepakatan PIHAK | dan PIHAK I

BAB VIl

PENUTUP
beriaku WM“MMmmuuummm
o S akil Presiden, DPR,
Wakil Gubemur dan
di tempal dan langgal sebagaimana

PIHAK Il

|KATAN PELAJAR MAHASISWA TABUNDUNG
PINUPAHAR

AGRIANTO MEHARANGGA
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